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Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan
pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa kepolisian
berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian
umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Kecamatan Negerikaton sering
mengadakan hiburan orgen tunggal yang disertai surat izin keramaian berdasarkan
Juklap Kapolri No. Pol /02/X11/1995 tentang perizinan pemberitahuan kegiatan
masyarakat dari Kepolisian Sektor Negerikaton. Dalam berlangsungnya hiburan
tersebut, masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang
ditentukan, karena kurang optimalnya pengawasan dari  Kepolisian Sektor
Negerikaton.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan
kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian
keamanan dan ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.(2)
Apakah faktor penghambat kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian
tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data
primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kewenangan kepolisian dalam pemberian
izin keramaian adalah (a) Memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin
keramaian. (b) Memeriksa persyaratan permohonan izin keramaian dan persiapan
tempat pelaksanaannya. (c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. (d)
Mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan masyarakat. (2)
Penghambat kepolisian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban
adalah:(a) Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar yang telah



ditentukan pihak kepolisian. (b) Pembuatan surat izin melalui jalan praktis (c)
Pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat. (d)
Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan surat izin keramaian
hiburan. (e) kurangnya personil kepolisian sektor negerikaton.

Kata Kunci :Kewenangan Kepolisian Sektor, Izin Keramaian, Pengendalian
Keamanan dan Ketertiban.



ABSTRACT

THE AUTHORITY OF SECTOR POLICE IN GRANTING A CROWD
PERMIT AS A WAY MAINTAIN SECUIRITY AND PUBLIC
ORDER IN THE SUB DISTRICT OF NEGERIKATON
PESAWARAN REGENCY

By:
Pandu Dewo Saputro

One of the main duties of the police is to provide protection and service to the
community. In Article 15 Paragraph (2) Sub-Paragraph (a) of Law Number 2 Year
2002 on Police, the police are authorized to grant permission and oversee public
hubic activities and other community activities. Negerikaton sub-district often
hold sole orgers entertainment accompanied by permission from the Public Police
of Negerikaton Sector. In the course of entertainment, there are still many people
who ignore the time limit specified, because less than optimal supervision from
the Police Sector Negerikaton.

Problems in this research are: (1) What is the authority of sector police in giving
permission of crowd as a form of control of security and order in sub-district
Negerikaton Kabupaten Pesawaran.(2) What is the factor of the sector police
obstacle in giving permission of the crowd.

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach.
Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data,
and analyzed qualitatively.

The result of the research that (1) the authority of the police in granting the
permission of the crowd is (a) Provide the conditions in issuing the permit of the
crowd. (b) Examine the requirements for a crowd clearance permit and
preparation of the venue. (c) Overseeing the implementation of community
activities. (d) Addressing the problems that occur in the implementation of
community activities. (2) Police obstacles as a form of security and order control
are: (a) Security of entertainment locations that do not meet the standards set by
the police. (b) Preparation of licenses through practical means (c) The timing of
permits of the crowd in a relatively short period of time. (d) Insufficient
understanding of the procedure for applying entertainment permit. (e) lack of
national police personnel.
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